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Kurun waktu seratus tahun belakangan ini telah terjadi perubahan-perubahan pemikiran dalam hukum
pidana. Perubahan pemikiran yang paling mutakhir adalah dilihatnya hukum pidana sebagai suatu konsep
pengendalian sosial. Perhatian tidak lagi semata-mata ditujukan kepada perbuatan pidana (Aliran Klasik),
ataupun perbuatan pidana dan pembuat perbuatan pidana (Aliran Modern), tetapi hukum pidanaitu sendiri
menjadi pusat perhatian (Aliran Kontrol Sosial). Konsep ini melahirkan gerakan yang bersifat abolisionistis
terhadap hukum pidana. Selain itu timbul pula usaha untuk memperhatikan prinsip-prinsip negara
kesgjahteraan dalam sistern peradilan pidana dan upaya menemukan cara pel aksanaan pemidanaan yang
lebih efektif. Akibatnya, berbagai permasalahan mendasar dalam hukum pidanayang selamaini dipandang
telah selesai, dibuka kembali. Masalah-masalah tersebut kini dilihat dalam spektrum yang lebih luas, yang
melibatkan metode dan pandangan pemikiran disiplin-disiplin lain.

Kenyataan ini menimbulkan berbagai kecenderungan dalam sistem dan pelaksanaan peradilan pidana.

K ecenderungan-kecenderungan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga tahap, yaitu kecenderungan dalam
tahap perumusan (kebijakan legidatif), kecenderungan dalam tahap penerapan (kebijakan yudikatif), dan
kecenderungan dalam tahap pelaksanaan (kebijakan eksekutif). Tercatat adanya beberapa kecenderungan
baru dalam kriminalisasi dan dekriminalisasi, kecenderungan meluasnya penggunaan wewenang diskresi
aparat peradilan pidana, dan kecenderungan untuk memperlunak pelaksanaan pemidanaan.

K ecenderungan-kecenderungan demikian pada gilirannya berpengaruh terhadap sistem dan pelaksanaan
peradilan pidana Indonesia. Betapapun beberapa kecenderungan telah terantisipasi dalam usaha
pembaharuan hukum pidana, namun masih banyak kecenderungan-kecenderungan lain yang belum terlihat
tanda-tandanya akan diantisipasi dalam berbagai rancangan dan peraturan perundang-undangan di
Indonesia.
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